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ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KOPERASI UNIT DESA (KUD)  








Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perbandingan 
kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi Koperasi Unit Desa (KUD) 
dan Non KUD di Kabupaten Soppeng. Adapun variabel yang diamati 
dalam penelitian ini adalah modal, aset, sisa hasil usaha, tingkat 
penjualan, dan jumlah anggota. Penelitian ini menggunakan data primer 
yang didapat melalui kegiatan wawancara dengan anggota koperasi dan 
data skunder dari Dinas Koperindag Kab. Soppeng, dianalisis dengan 
menggunakan teknik statistik chi kuadrat (x2). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada perbedaan kinerja antara Koperasi Unit Desa 
(KUD) dan Non KUD di Kabupaten Soppeng dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD di 
Kabupaten Soppeng adalah modal, aset, SHU, tingkat penjualan, dan 
jumlah anggota.  
 
 
Kata Kunci: KUD, Non KUD, Modal, Aset, SHU, Tingkat Penjualan, dan 






COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE VILLAGE UNIT 








This study aimed to analyze and compare the performance and the 
factors that influence the Village Unit Cooperatives (KUD) and Non 
KUD in Soppeng. The variables were observed in this study is the 
capital, assets, net income, the level of sales, and the number of 
members. This study uses primary data obtained through interviews 
with members of the cooperative and secondary data from 
Koperindag Kab. Soppeng, analyzed using statistical techniques chi 
square (x2). The results showed that there are differences in 
performance between the Village Unit Cooperatives (KUD) and Non 
KUD in Soppeng and the factors that affect the performance of the 
Village Unit Cooperatives (KUD) and Non KUD in Soppeng is 
capital, assets, SHU, the level of sales, and the number of 
members. 
 
Key Words: KUD, Non KUD, Capital, Assets, SHU, The Level of Sales,  
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia 
yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional. 
Tentunya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya 
mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk 
mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, 
maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya (Himpuni, 2008). 
Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan 
pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti 
kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang 
seorang. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan 
reperesentasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga 
perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional (Himpuni, 
2008). 
Koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari 
usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. 
Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi 
dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa 
orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, 
terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan 






karena itu koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang paling 
sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam 
Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.  
Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 
menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat 
berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaku 
ekonomi, koperasi diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian 
Indonesia (Riani, 2007).  
Peranan koperasi di Indonesia berperan positif dan menjadi pilar  dalam 
pembangunan   nasional, dalam teori maupun kenyataan, usaha koperasi telah 
mampu memperkenalkan kesadaran berekonomi, mampu menggerakkan 
sumber-sumber daya ekonomi, utamanya sumber daya manusia, yang belum 
atau kurang dimanfaatkan menjadi suatu kekuatan produktif yang dapat 
menciptakan dan menaikkan nilai tambah. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi, 
khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada 
umumnya. 
Badan usaha koperasi harus lebih dimasyarakatkan dan didorong dengan 
intensif pengembangannya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena badan usaha 
koperasi telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menggerakkan 
perekonomian Indonesia selama ini, utamanya dalam menghadapi masa krisis 





Kehadiran lembaga koperasi disuatu daerah atau wilayah akan 
memberikan dampak mikro, baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni 
selanjutnya secara serentak dapat memberikan konstribusi pada perkembangan 
sosial dan ekonomi didaerah yang bersangkutan. Adanya lembaga koperasi 
disuatu daerah tertentu, dimana dalam perekonomian telah terjadi persaingan, 
maka akan memaksa badan-badan usaha lainnya,termasuk koperasi-koperasi 
lainnya, sebagai pesaing untuk memperbaiki kinerja usahanya serta 
pelayanannya kepada para konsumen. Akibatnya, akan timbul dampak-dampak 
positif terhadap struktur pasar, intensitas persaingan, dan kenaikan hasil 
penjualan yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.   
Secara khusus, Koperasi Unit Desa (KUD) serta Non KUD telah mendapat 
tugas serta berbagai fasilitas untuk turut mendukung pembangunan ekonomi 
pedesaan. Keberadaan dan perkembangan KUD dan Non KUD juga telah 
menjadi simbol dari keberadaan dan perkembangan koperasi di Indonesia serta 
sangat erat kaitannya dengan program dan peran pemerintah dalam 
pembangunan pedesaaan. Secara umum KUD dinilai telah memberikan 
dukungan yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian yang 
berorientasi pada peningkatan produksi, khususnya swasembada beras 
(Krisnamurthi, 1998). 
Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk atas dasar kesamaan persepsi dan 
kebutuhan petani akan kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana 
produksi pertanian dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 




diperkirakan akan tetap bahkan semakin penting, terutama dalam kaitannya 
untuk menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat, namun demikian 
koperasi juga akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Globalisasi, 
perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan koperasi sendiri 
akan menuntut koperasi untuk mampu meningkatkan peran dan fungsi usahanya 
jika tidak ingin tersisih oleh pelaku usaha lainnya. 
KUD dan Non KUD sebagai sentral perekonomian pedesaan dihadapkan 
pada tantangan bagaimana untuk dapat mewujudkan KUD maupun non kud 
sebagai badan usaha yang tangguh, yang mampu menerapkan prinsip-prinsip 
koperasi Indonesia, dan mampu mewujudkan misinya dalam memberdayakan 
ekonomi rakyat. Hal tersebut dapat diartikan sebagai tantangan untuk 
meningkatkan kinerja KUD (Krisnamurthi, 1998). 
Pengukuran Kinerja merupakan faktor yang sangat penting untuk 
menunjang tumbuh kembang dari suatu koperasi, terutama bagi koperasi yang 
telah lama berdiri. Berkaitan dengan hal tersebut, koperasi perlu membenahi diri 
dan harus mampu melihat kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun 
lingkungan eksternal koperasi. Pengukuran kinerja yang berorientasi pada masa 
depan tidak hanya memfokuskan pada aspek keuangan tetapi juga aspek non 
keuangan. Ukuran keuangan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah 
dilakukan di masa lalu dan ukuran keuangan tersebut dilengkapi dengan ukuran 
non keuangan seperti kepuasan customer, produktivitas, dan cost effectiveness 
proses bisnis serta komitmen personel yang akan menentukan kinerja keuangan 
masa yang akan datang. Ukuran keuangan menunjukkan akibat dari berbagai 




Kinerja koperasi akan mempengaruhi perkembangan koperasi unit desa 
maupun non koperasi unit desa. Kondisi badan usaha koperasi di Indonesia saat 
ini yang masih sangat memprihatinkan dengan adanya sejumlah kendala yang 
dihadapi dalam pengelolaannya, utamanya kendala-kendala yang berkaitan 
dengan masalah daya saing, kemampuan akses usaha, aset, partisipasi 
anggota, kemampuan manajerial sumberdaya manusia pengelolanya, 
kemampuan inovasi dan kreativitas, kemampuan penguasaan tekhnologi, dan 
sebagainya. Padahal kelemahan-kelemahan itulah yang sangat dibutuhkan untuk 
diperkuat dalam rangka memperkuat posisi adu tawar mereka dalam 
menghadapi persaingan usaha di era globalisasi yang dicirikan dengan 
persaingan bebas saat ini.  
Selain itu, kendala yang dihadapi koperasi yaitu sumber permodalan dari 
anggota nampaknya masih sulit diharapkan bagi koperasi-koperasi  di Indonesia 
saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pendapatan para 
anggota koperasi. Kemudian dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang 
perkoperasian telah dinyatakan bahwa peluang koperasi untuk memperoleh 
modal dari berbagai sumber adalah cukup luas dalam rangka pengembangan 
usahanya, yakni selain yang bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman 
yang bersumber dari masyarakat umum melalui penjualan obligasi dipasar 
modal. Namun, demikian cara menghimpun dana bagi koperasi melaui 
penerbitan obligasi ini nampak masih cukup sulit dilaksanakan oleh kopersai di 
Indonesia saat ini dengan adanya beberapa persyaratan yang berat dipenuhi. 
Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerintah mengarahkan strategi dan 
kebijakan pembangunan yang ditempuh diarahkan pada aspek pembangunan 




berpartisipasi aktif di dalamnya dalam kapasitas mereka sebagai pilar 
pembangunan dan pelaku ekonomi (Zulfikar, 2012). 
Selain itu, pemerintah dalam hal pembinaan sangat penting artinya bagi 
peningkatan kinerj koperasi , yang diharapkan dapat meningkatkan volume 
usaha koperasi. Kemampuan dan partisipasi anggota dalam menggerakkan 
koperasi juga nampak menjadi faktor lain sebagai pendorong berkembangnya 
koperasi. Dengan semakin banyaknya jumlah anggota akan meningkatkan 
jumlah modal sehingga volume pelayanan dan volume usaha akan meningkat, 
maka keuntungan yang diraih semakin besar. Apabila akumulasi modal yang 
dapat dikumpulkan semakin besar akan menambah aset dan meningkatkan 
volume usaha. Dengan semakin banyaknya bidang usaha dari koperasi maka 
keuntungan yang dapat diraih akan semakin besar dengan demikian hal-hal 
tersebut perlu mendapat perhatian sehingga perkembangan koperasi seperti apa 
yang diharapkan dapat terwujud 
Hal tersebut dapat terwujud bila ditunjang oleh sumberdaya manusia yang 
produktif serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu 
pengembangan sumberdaya manusia yaitu pengurus dan karyawan koperasi 
melalui pelatihan, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsinya sebagai 
motor penggerak ekonomi rakyat secara profesional, juga dilakukan dalam 
rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha (Eel, 
Susilowati, 1996). 
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 
Tahun 1992, salah satu syarat pendirian koperasi adalah tersedianya 20 
orang anggota. Artinya jumlah anggota pada saat pendirian koperasi sekurang- 




setiap terdapat 20 orang anggota, dapat didirikan sebuah koperasi baru di 
lingkungan yang telah ada koperasi sejenis. Selain memperhatikan aspek 
jumlah anggota, pendirian sebuah koperasi juga perlu memperhatikan aspek-
aspek lain yang berkaitan dengan kelayakan usahanya, seperti kondisi pasar, 
kondisi persaingan, dan lain sebagainya (Baswir, 1997). 
Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM 
Kabupaten Soppeng tahun 2015 dapat dilihat bahwa perkembangan Koperasi 
Unit Desa (KUD) jumlahnya dari tahun ketahun yang jumlahnya tidak mengalami 
perubahan yaitu 15 unit sedangkan Non KUD yang jumlahnya berfluktuasi dari 
tahun ke tahun antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini, 
Tabel 1.1 
Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Soppeng tahun 2009-2013 
No. Tahun Koperasi Unit Desa (KUD) Non KUD 
1 2009 15 161 
2 2010 15 166 
3 2011 15 177 
4 2012 15 178 
5 2013 15 182 
  Sumber :Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng tahun 2014 
Koperasi pada dasarnya tidak semata berfungsi sebagai wadah 
berkumpulnya seluruh modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam 
menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Tetapi pengaruh 
modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak mengaburkan dan mengurangi 
makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan daripada 




Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 
dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 
Modal sendiri dapat berasal  dari:  simpanan  pokok, simpanan  wajib,   dana  
cadangan, hibah. Sedangkan Modal Pinjaman dapat berasal dari anggota, 
koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, 
penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah  (Firdaus dan 
Susanto, 2002). 
Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat 
perkembangan atau pertumbuhan koperasi di Indonesia terdiri dari 
kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok 
koperasi, jumlah koperasi aktif dan non aktif), keanggotaan, volume usaha, 
permodalan, aset dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada 
dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat 
peranan atau pangsa koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Akan 
tetapi variabel ini cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk 
melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha (Sitio dan Tamba, 2001). 
 Oleh karena itu, sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam 
apakah ada perbedaan kinerja koperasi unit desa dan non kud di kabupaten 
soppeng, dimana KUD dengan jumlah yang stagnan tidak mengalami perubahan 
dari tahun ketahun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
kurangnya modal, aset, partisipasi anggota, skala usaha, tingkat penjualan dan 
Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan pada latar belakang inilah, maka penulis 
tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan topik “Analisis Perbandingan 





1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,maka dapat 
dirumuskan masalah yaitu : 
1. Apakah ada perbedaan kinerja koperasi unit desa (KUD) dan Non KUD di 
kabupaten soppeng.  
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja KUD dan Non KUD di 
kabupaten soppeng. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui apakah ada  perbedaan kinerja koperasi unit desa  
(KUD) dan Non KUD di kabupaten soppeng.  
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempunyai pengaruh kinerja 
KUD dan Non KUD di kabupaten soppeng. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui serta membuktikan teori-teori 
yang  berkenaan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Sebagai salah satu studi yang diharapkan dapat dijadikan bahan 
rujukan/referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang relevan 
dengan permasalahan dari skripsi ini, serta pihak lain yang memiliki 
perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi unit 
desa (KUD) dan Non KUD 
3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya 
pemerintah Kabupaten Soppeng. 
 
 
BAB  II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
2.1 Definisi Koperasi 
2.1.1 Pengertian Koperasi 
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang–orang dengan 
menjalankan prinsip kerjanya, berasasaskan kekeluargaan. Dengan kata lain 
koperasi itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang mengutamakan usaha 
bersama yang berazaskan kekeluargaan. Hal ini sudah tercantun pada Undang-
Undang  Koperasi  Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1). Secara harfiah 
Koperasi yang berasal dari bahasa Inggris Cooperation terdiri dari : Coo yang 
berarti bersama dan Operation = bekerja.  
Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi 
kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1967, 
koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan 
beranggotakan orang-orang yang menjadi anggotanya dengan azas 
kekeluargaan, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan 
ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 
Ceopoty (Ropke,1997)  menganggap bahwa koperasi adalah  sesuatu 
yang direncanakan dan dibentuk untuk merencanakan tujuan rasional produksi 
guna menunjang perencanaan nasional, serta dalam keberlangsungannya 
koperasi akan memberikan keuntungan bagi para anggotanya dengan  tujuan 






Adapun pengertian koperasi menurut Richard Kohl  dan Abrahamson 
(dalam  Ropke,  2003)  adalah  sebagai  berikut:  “Koperasi  adalah  badan 
usaha dengan kepmilikan dan pamakai jasa merupakan  anggota koperasi itu 
sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh 
mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.” 
Definisi koperasi menurut Hatta (dalam Sitio dan Tamba, 2001) yang 
menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib 
penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong 
tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan 
‘seorang buat semua dan semua buat seorang. Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat 
yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum 
koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan (Kartasapoetra dkk, 2001). 
Jadi  dapat  diartikan  koperasi  merupakan  kumpulan  orang  dan  bukan 
kumpulan  modal.  Koperasi  harus  betul-betul  mengabdi kepada  kepentingan 
perikemanusiaan  semata-mata  dan  bukan  kepada  kebendaan.  Kerjasama 
dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para 
anggotanya.  Koperasi  merupakan  wadah  demokrasi  ekonomi  dan  sosial. 
Koperasi  adalah  milik  bersama  para  anggota,  pengurus  maupun  pengelola. 
Usaha  tersebut  diatur  sesuai  dengan  keinginan  para  anggota  melalui 
musyawarah rapat anggota. Pengertian  ini  disusun  tidak  hanya  berdasar  
pada  konsep  koperasi sebagai  organisasi  ekonomi  dan  sosial  tetapi  secara 
lengkap  telah mencerminkan  norma-norma  dan  kaidah-kaidah  yang  berlaku 
bagi  bangsa Indonesia.  
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Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan 
usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum Koperasi 
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Sitio dan 
Tamba, 2001). 
2.1.2 Tujuan dan Peranan Koperasi  
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa 
koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi 
dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat berupaya mempertinggi 
kualitas kehidupan manusia memperkokoh perekonomian rakyat, 
mengembangkan perekonomian nasional serta mengembangkan kreativitas dan 
jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. 
Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan juga dimaksudkan untuk 
pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Dalam konteks Indonesia, 
pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal Berdasarkan 
bunyi pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 itu, dapat disaksikan bahwa tujuan 
Koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut; (a). 
Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, (b). Untuk memajukan 
kesejahteraan masyarakat, (c). Turut serta membangun tatanan perekonomian 
nasional. 
Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 




dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah 
untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi, memajukan kesejahteraan 
masyarakat, membangun tatanan perekonomian nasional. 
Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas 
para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerjasama, memiliki 
kegairahan kerja dan menaati segala ketentuan dan garis kebijakan yang telah 
ditetapkan Rapat Anggota. Dengan demikian usaha untuk meningkatkan taraf 
hidup mereka tergantung dari aktivitas mereka sendiri (Anoraga dan Widiyanti, 
1997). 
Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun 
tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut : 
• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
• Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 
manusia dan masyarakat. 
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 




Peran koperasi dalam memajukan perekonomian masyarakat dari dulu 
hingga saat ini  sangatlah banyak. Karena masyarakat dapat meminjam atau 
berdagang pada koperasi tersebut. Bukan hanya itu saja  peranan yang 
dilakukan koperasi juga dapat membantu Negara untuk menggembangkan 
usaha kecil yang ada dalam masyarakat.  
Tujuannya antara lain adalah memajukan kesejahteraan para anggota 
koperasi, memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar koperasi karena 
masyarakat bisa meminjam uang pada koperasi untuk membuka usaha atau 
menjadi simpan pinjam, membantu pemerintah membangun tatanan ekonomi 
pada masyarakat kecil khususnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 
serta peranan koperasi dalam memajukan kesejahteran anggotanya adalah : ikut 
membantu memasarkan produksi barang yang dihasilkan oleh anggota, 
mempermudah anggota dan masyarakat memperoleh kredit dengan bunga yang 
sangat rendah, membantu pembangunan lingkungan masyarakat dan melakukan 
kegiatan usaha jasa kepada anggota.  
Fungsi koperasi menurut Baswir (dalam Atmadji, 2007) mempunyai dua 
fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu  
1. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi antara lain dalam berusaha 
koperasi lebih berperikemanusiaan artinya tidak semata-mata mencari 
keuntungan, pembagian (SHU) lebih adil sesuai dengan jasa anggota 
terhadap koperasi, koperasi bukan perkumpulan modal, jadi koperasi harus 
menghindari praktek monopoli, dengan motif pelayanan pada anggota 
maka koperasi menawarkan barang dan jasa dengan harga yang relatif 
lebih murah tanpa mengabaikan kualitas, koperasi berfungsi meningkatkan 




kepada para anggotanya sesuai kontribusi yang diberikan anggota kepada 
kepada koperasi, menyederhakan sistem tataniaga dengan mengurangi 
mata rantai perdagangan yang tidak perlu, menumbuhkan sikap jujur dan 
terbuka dalam pengelolaan perusahaan, menjaga terciptanya 
keseimbangan antara penawaran dan permintaan, dan mendidik 
masyarakat untuk mengalokasikan pendapatan secara efektif dan efisien. 
2.  Fungsi koperasi dalam bidang sosial antara lain melatih dan mendidik 
anggotanya untuk membiasakan diri hidup bekerja sama, memiliki 
semangat berkorban, membangun tatanan sosial yang berdasarkan rasa 
persaudaraan, kekeluargaan dan demokratis yang akhirnya dalam 
masyarakat akan tercipta kehidupan tenteram. 
Ekonomi Kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian 
yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. 
Ekonomi kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, selain itu ekonomi kerakyatan 
juga menginginkan kemakmuran rakyat. 
Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam 
Koperasi. Dalam konteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, 
kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan 
untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan 
pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi 
ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang 
berazaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki 
peranan dalam Ekonomi Kerakyatan karena koperasi merupakan bentuk 
perusahan, satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan Ekonomi 
16 
 
Kerakyatan. Peranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan bisa dilihat dari 
penjabaran yang lebih terperinci mengenai Pengertian Koperasi di Indonesia 
(Anonim,1989). 
 
2.1.3  Landasan dan Asas Koperasi Indonesia 
 Landasan Koperasi Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan nasional 
yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam 
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, salah satu sarananya adalah koperasi. 
Sebagai saran auntuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak 
lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya 
koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan Bab II, 
bagian pertama, pasal 2 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. 
Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang 
di dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, Pasal (2) UU. No. 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian. Asas kekelyargaan ini adalah asas yang memang sesuai 
dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam 
jiwa bangsa indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa indonesia 
koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian 
sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, 
lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha 
Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, 
kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.  
Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-




berdasarkan asas kekeluargaan ini bisanya disebut dengan istilah gotong-
royong, yang mencerminkan semangat bersama.  
Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai 
pengertian luas, yaitu :  
1. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi. 
2. Bersifat terus menerus dan dinamis.  
3. Dalam bidang atau hubungan ekonomi. 
4. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.  
Dengan perkataan lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha 
melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong seperti lazimnya 
dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama 
dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong 
sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegaitan usaha koperasi. Tetapi juga 
dalam bentuk ikut memiliki modal bersama. 
2.1.4. Prinsip Koperasi  
Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan 
antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada 
landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan 
usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Sejarah prinsip koperasi 
dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi 
Rochdale atau the principles of Rochdale adalah sebagai berikut: 
• Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar 
• Penjualan barang dengan tunai 
• Harga penjualan menurut harga pasar 
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• Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut 
perimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota ke koperasi 
• Masing-masing anggota mempunyai satu suara 
• Netral dalam politik dan keagamaaan 
Tata kehidupan dalam organisasi koperasi mengatur bagaimana 
hubungan di antara anggota dan pengurus koperasi. Tata kehidupan ini secara 
prinsip diatur oleh prinsip-prinsip koperasi. Undang-undang Nomor 17 tahun 
2012 Pasal 6. Pada tahun 1966, dalam kongres Gabungan Koperasi 
Internasional (International Corporative Alliance/ICA) di Austria, dirumuskan 
prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:  
• Kanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 
• Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.  
• Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.  
• Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen. 
• Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, 
Pengawas, Pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.  
• Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan 
Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, 
nasional, regional, dan internasional.  
• Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan 






2.1.5. Organisasi Koperasi 
Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur 
organisasi adalah susunan dan hubungan antarkomponen dan antarposisi dalam 
sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan herarki organisasi dan 
wewenang serta garis koordinasi dan tanggungjawab. Koperasi sebagai suatu 
organisasi juga memiliki struktur herarki dan garis komando. Organisasi koperasi 
merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan 
berorientasi pada tujuan. Karena itu, terdapat tiga sub-sistem organisasi 
koperasi, yaitu: 
• Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan 
konsumen akhir. 
• Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang 
memanfaatkan koperasi sebagai pemasok. 
• Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi masyarakat. 
Ropke berpendapat, terdapat tiga pihak dalam organisasi koperasi: 
• Anggota Koperasi. Anggota koperasi adalah konsumen akhir dan 
pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial 
ekonominya. 
• Badan Usaha Koperasi. Badan Usaha Koperasi adalah satu kesatuan 
dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha 
meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan 
koperasi. 
• Organisasi Koperasi. Organisasi Koperasi sebagai badan usaha bertindak 
sebagai perusahaan yang melayani anggotanya maupun non anggota. 
Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat dari 
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perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 
2012. Berdasarkan UU tersebut, perangkat organisasi koperasi di 
Indonesia adalah Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. 
• Rapat Anggota. Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan 
pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan 
rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai 
mufakat. Apabila musyawarah gagal mencapai kemufakatan, maka 
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 
Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu 
suara. Rapat anggota yang digelar sekurang-kurangnya setahun 
sekali, menetapkan (1) Anggaran Dasar, (2) Kebijakan umum dibidang 
organisasi, (3) Pemilihan, pengakatan, pemberhentian pengurus dan 
pengawas, (4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan 
belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, (5) 
Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan 
tugasnya, (6) Pembagian sisa hasil usaha, (7) Penggabungan, 
peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Selain Rapat 
anggota, koperasi juga dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar 
Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang 
wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa 
dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas 
keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran 
dasar. 
• Pengurus. Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota. 




anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk 
pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan 
dalam akta pendirian koperasi. Berdasarkan Pasal 58 UU No.17 Tahun 
2012, pengurus koperasi mengemban tugas sebagai berikut: (1) 
Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, (2) Mendorong dan 
memajukan usaha anggota, (3) Menyusun rancangan rencana kerja 
serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk 
diajukan kepada rapat anggota, (4) Menyusun laporan keuangan dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat 
anggota, (5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi 
koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (6) Menyelenggarakan 
pembukuan keuangan dan inventaris secaratertib, (7) 
Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektifdan efisien, (8) 
Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar 
pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah 
rapat anggota, (8) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, 
kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuaidengan tanggung 
jawabnya dan keputusan rapat anggota. 
• Pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang 
dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan 
terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pasal 50 ayat 
(1) UU No.17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas pengawas 
adalah; (1) mengusulkan calon pengurus, (2) memberi nasihat dan 
pengawasan kepada pengurus, (3) melakukan pengawasan terhadap 
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pelaksanaan kebijakandan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh 
pengurus, (4) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota. 
2.1.6 Penggolongan Koperasi 
 Penggolongan koperasi meruapakan pengelompokkan koperasi dalam 
kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu pula. 
Pada awalnya, koperasi yang tumbuh adalah koperasi komsumsi yang bergerak 
dibidang usaha untuk pemenuhan komsumsi para anggotanya yang merupakan 
kaum buruh atau petani yang berpendapatan rendah. Kemudian dalam 
perkembangannya , jenis koperasi yang tumbuh dan berkembang semakin 
bervariasi yang ditentukan oleh beberapa faktor , antara lain latar belakang 
pendiriannya serta tujuan yang ingin dicapai Berdasarkan keragaman latar 
belakang dan tujuan pendiriannya, maka koperasi dapat digolongkan kedalam 
beberapa kelompok besar berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Bidang Usaha  
Koperasi dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok berdasarkan 
bidang usaha yang dikelola, yakni : 
a. Koperasi Komsumsi  
Koperasi komsumsi merupakan koperasi yang mengelola usaha di 
bidang penyediaan barang-barang komsumsi yang dibutuhkan oleh 
para anggotanya. Jenis komsumsi yang dilayani sangat tergantung 
pada ragam kebutuhan anggota dan daerah kerjanya 
b. Koperasi Produksi  
Koperasi produksi merupakan koperasi yang kegiatan utamanya 
adalah melakukan proses bahan baku menjadi barang setengah jadi 




kecil yang telah melakukan kegiatan produksi dalam skala kecil, 
sehingga biaya produksinya masih cukup tinggi dan mudah 
dipermainkan para tengkulak karena kemampuan adu tawar 
(bargaining position power) mereka masih relatif rendah. Oleh karena 
itu, kelahiran badan usaha koperasi yang dapat mempersatukan 
mereka sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan 
kekuatan adu tawar mereka melalui peningkatan skala ekonomi 
usaha mereka setelah disatukan dalam wadah koperasi  
c. Koperasi Pemasaran 
Koperasi pemasaran merupakan koperasi koperasi yang dibentuk 
terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan 
produk yang dihasilkan, dengan tujuan untuk lebih memudahkan 
dalam mengakses pasar serta untuk memperluas jangkauan pasar 
dan tidak dipermainkan oleh para tengkulak dengan sistem ijon yang 
sangat merugikan mereka 
d. Koperasi Kredit 
Koperasi kredit biasanya berbentuk koperasi simpan pinjam yang 
bergerak dalam bidang usaha pemupukan modal yang melalui 
simpanan para anggota dan kemudian dipinjamkan kembali kepada 
mereka yang membutuhkannya, utamanya yang menggunakannnya 
sebagai modal dalam mengelola usaha. Kehadiran kelompok koperasi 
ini, selain untuk mendidik para anggotanya dapat berhemat untuk 
menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai simpanan dikoperasi 
juga bertujuan untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan 
rentenir. Disini para anggota akan dapat memperoleh pinjaman modal 
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yang lebih murah dari koperasi yang selanjutnya dapat mendatangkan 
keuntungan yang leih besar karena selain dapat diperoleh 
keuntungan yang bersumber dari hasil usaha yang dikelola para 
anggota tersebut juga akan dapat memperoleh SHU koperasinya  
2. Berdasarkan Jenis Komoditi 
Koperasi dapat pula dikelompokkkan berdasarkan kriteria komoditi yang 
dihasilkan sebagai berikut 
a. Koperasi Ekstraktif 
Koperasi ini mengelola usaha dibidang penggalian dan pemanfaatan 
sumberdaya alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit 
mengubah bentuk dan sifat sumberdaya alam tersebut, sehingga 
komoditi yang dihasilkan merupakan komoditi hasil pertambangan. 
Contoh kelompok koperasi ini adalah koperasi pendulangan emas, 
koperasi galian C dan sebagainya 
b. Koperasi Pertanian dan Peternakan 
Kelompok koperasi ini melakukan usaha yang menghasilkan komoditi 
pertanian dan peternakan , sehingga para anggotanya merupakan 
petani dan peternak. Contoh koperasi ini adalah koperasi kopi , 
koperasi tembakau, koperasi susu, koperasi unggas dan sebagainya 
c. Koperasi Industri dan Kerajinan 
Kelompok koperasi ini mengelola usaha dibidang industri dan 
kerajinan tertentu, biasanya kelompok ini menyediakan bahan baku 
dan pemasaran produk yang dihasilkan para anggotanya  atau 




menghasilkan produk tertentu. Contoh koperasi ini adalah koperasi 
batik, koperasi kulit dan sebagainya 
d. Koperasi Jasa-Jasa 
Koperasi ini mengkhususkan usahanya dalam dalam memproduksi 
dan measarkan kegiatan jasa tertentu, seperti koperasi jasa audit, 
koperasi jasa angkutan dan sebagainya 
3. Koperasi Profesi Anggota 
Pengelompokkan koperasi dapat pula dilakukan berdasarkan profesi atau 
jenis pekerjaan yang dilakukan para anggotanya, seperti petani, guru, 
pegawai/karyawan, pedagang pasar, buruh pelabuhan, dan sebagainya. 
Dari kelompok ini telah dikenal beberapa koperasi, seperti koperasi 
karyawan , koperasi pagawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi 
mahasiswa, koperasi pedagang pasar, dan sebagainya. Didalam 
pengelolaan koperasi ini, maka yang bisa diterima untuk menjadi anggota 
koperasi tertentu hanya orang orang yang memiliki profesi yang sama 
dengan profesi anggota lainnya 
4. Berdasarkan Daerah / Wilayah Kerja 
Bila digunakan kriteria daerah/wilayah kerja, maka koperasi dapat pula 
dikelopokkan menjadi ; 
a. Koperasi Primer 
Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang per 
orang dan biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil 
yang tertentu. Contohnya koperasi mahasiswa, KUD, dsb 
b. Koperasi Pusat 
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Kelompok koperasi ini beranggotakan koperasi koperasi primer yang 
biasanya didirikan sebgai pemusatan dari beberapa koperasi primer 
dalam lingkup suatu wilayah tertentu. Tujuan pendirian koperasi ini 
adalah untuk memperkuat kedudukan dan adu tawar koperasi 
koperasi primer yang bergabung didalamnya. Kelompok koperasi ini 
biasanya berkedudukan di ibukota kabupaten / kota. Contohnya, 
PUSKUD, PUSKOPAR, pusat koperasi pegawai (PKP), PUSKOPAD, 
dan sebagainya 
c. Koperasi Gabungan 
Kelompok koperasi ini hampir sama dengan koperasi pusat, yakni 
tidak beranggotakan orang per orang, tetapi beranggotakan koperasi-
koperasi pusat yang berasal dari suatu wilayah. Tujuan pendirian jenis 
koperasi ini adalah untuk memperkuat posisi adu tawar koperasi-
koperasi pusat yang bergabung didalamnya dalam wilayah yang lebih 
luas. Jenis koperasi ini biasanya berkedudukan di ibukota Provinsi 
d. Koperasi Induk 
Koperasi induk merupakan koperasi yang beranggotakan koperasi-
koperasi pusat atau koperasi gabungan yang berkedudukan di 
Ibukota Negara. Fungsi koperasi ini adalah sebagai penyambung 
lidah koperasi–koperasi anggotanya dalam berhubungan dengan 
lembaga-lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan gerakan 
koperasi dan dalam berhubungan dengan koperasi sejenis di negara-






2.2 Definisi Variabel 
2.2.1 Modal 
Pengertian modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan 
koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. 
Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mengumpulkan modal 
untu modal usaha dan setiap orang mempunyai hak yang sama 
Dalam UU No.25, tahun 1992, tentang perkoperasian, telah dinyatakan 
bahwa modal koperasi terdiri dari : 
1. Modal sendiri, yakni modal yang menanggung resiko, jenis modal ini 
diperoleh dari beberapa sumber , yakni: 
a. simpanan pokok, yakni sejumlah uang yang sama banyaknya dengan 
yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat 
masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak bisa diambil selama 
yang bersangkutan masih menjdai anggota 
b. simpanan wajib, yakni jumlah simpanan tertentu yang tidak harus 
sama yang wajib dibayar oleh para anggota kepada koperasi dalam 
jangka dalam jangka waktu dan kesempatan tertentu. Jenis simpanan 
ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi 
anggota koperasi tersebut 
c. dana cadangan yakni sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan 
SHU yang ditujukan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan 
2. modal pnjaman, yakni modal yang berasal dari beberapa sumber, yakni : 
anggota (simpanan sukarela), koperasi lainnya atau anggotanya, bank 
atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang 
lainnya serta sumber lainnya yang sah 
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3. modal penyertaan, yakni yang bersumber dari pemerintah maupun dari 
masyarakat dalam bentuk investasi, yang dilakukan dalam rangka 
memperkuat modal usaha koperasi, sehingga modal tersebut ikut pula 
menanggung resiko dan pemiliknya dapat diikutkan dalam pengelolaan 
dan pengawasan usaha koperasi itu sesuai perjanjian  
 
2.2.2 Aset 
Sebagai badan usaha, asset merupakan ukuran kemampuan koperasi 
dalam bisnis.Semakin besar asset berarti semakin besar pula kekayaan dan 
posisi tawar koperasi dalam berbisnis. 
 
2.2.3 Sisa Hasil Usaha 
Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU RI No. 25 tahun 1992 
tentang Perkoperasian menyatakan : SHU koperasi merupakan pendapatan 
koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya 
penyusutan, dan kewajiban lainya termasuk pajak dalam tahun buku yang 
bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 bab IX pasal 45 
memberi aturan tentang Sisa Hasil Usaha sebagai berikut: 
a. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang 
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, 
dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang 
bersangkutan. 
b.  Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan 
kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh 




keperluan pendidikan, perkoperasian dan keperluan lain dari 
Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 
c. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat 
Anggota. 
Jadi dari penjelasan tersebut Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan 
koperasi yang dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban yang diperoleh dalam 
satu tahun buku. Transaksi sangat erat kaitannya dengan SHU, karena SHU 
dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah transaksi dan partisipasi modal. 
artinya, semakin besar transaksi, maka semakin besar pula peluang seorang 
anggota untuk mendapatkan SHU. Hal ini terjadi jika transaksi anggota tercatat 
dengan baik dan benar. 
SHU bagian anggota ditentukan secara proporsional berdasarkan besarnya 
transaksi dan kontribusi modal anggota, disamping itu SHU juga dapat 
digunakan untuk memperkuat struktur modal. Dalam neraca disebutkan dana 
cadangan (modal bersama). Bisanya, dana cadangan ini disisihkan dari SHU 
yang dipakai untuk memperkuat modal koperasi. 
SHU dibagi berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi yang akan diadakan 
pembagian yang adil berdasarkan kesepakatan rapat anggota. Misalnya untuk 
Koperasi Credit Union Sumber Rejeki prosentase pembagian SHU didistribusikan 
untuk Deviden/Balas Jasa Saham dan Dana-Dana. Sisa Hasil Usaha  atau Hasil 
Usaha Bersih yang dibagi untuk dana-dana : 35% untuk dana cadangan umum, 
40% untuk pendidikan, 15% untuk Dana RAT, 10% untuk dana pengurus. Jadi 
praktik yang dilakukan oleh Koperasi Credit Union Sumber Rejeki terhadap SHU 
yang didapat setiap akhir tahun buku adalah SHU bersih yang disebut dengan 
Hasil Usaha Bersih (HUB), artinya Deviden atau kewajiban terhadap Balas Jasa 
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Simpanan (BJS) dan Balas Jasa Pinjaman (BJP) telah terlebih dahulu disisihkan 
setiap bulan sesuai dengan ketentuan balas jasa yang berlaku 
 
2.2.4 Tingkat Penjualan 
Menurut Keegan (1995 :306) menjelaskan bahwa penjualan adalah suatu  
kegiatan yang meliputi semua kegiatan yang terjadi dalam mentransfer barang 
dan menyediakan bantuan serta informasi kepada pembeli akhir atau kepada 
distributor. 
Kotler (1991) berpendapat bahwa konsep penjualan adalah para konsumen 
jika dibiarkan begitu saja biasanya tidak akan membeli produk-produk dari 
organisasi tersebut. Lebih lanjut Kothler berpendapat bahwa ada lima faktor yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penjualan yaitu : 
1. Faktor kondisi dan kemampuan menjual yaitu seorang tenaga penjual 
harus mempunyai kemampuan yang tinggi untuk me-yakinkan calon 
pembeli sehingga mereka bersedia atau membeli kembali produk yang 
sudah pernah mereka beli selama ini. Selain itu sifat-sifat yang perlu 
dimiliki oleh seorang penjual antara lain ia mempunyai kepribadian yang 
menarik, riang gembira dan me-yakinkan, perlu tenaga penjual yang 
prima kesehatannya dan sebagainya, 
2.  Faktor keadaan pasar adalah kemampuan pembeli oleh calon pembeli 
apakah calon pembeli kuat atau tidak. Hal ini perlu diperhatikan karena 
secara tidak langsung mempengaruhi ke-berhasilan pemasaran. Begitu 
pula pendapatan dan pengeluaran negara yang tidak stabil ini akan 
mempengaruhi daya beli masyarakat dan organisasi perusahaan, 
3. Faktor finansial, setiap aktivitas biasanya membutuhkan modal. Kerana 




perlu memperkenalkan produknya kepada pembeli sehingga menarik 
perhatian mereka. Dan kesempatan ini diguna-kan untuk menyampaikan 
kualitas produk dan keistimewaan kepada calon pembeli, 
4. Faktor organisasi perusahaan yaitu terutama struktur organisasi-nya ikut 
mempengaruhi keberhasilan penjualan seperti meningkat-kan efisiensi 
dan menaikkan produkfitasnya. Pada perusahaan besar, biasanya 
permasalahan penjaulan khususnya ditangani oleh satu bagian tertentu. 
Bagian ini mengkhususkan diri untuk mencari alternatif yang baik untuk 
meningkatkan penjualan, 
5. Faktor Promosi. Promosi juga ikut mempengaruhi keberhasilan penjualan. 
Oleh karena itu organisasi yang berani menyediakan dana yang besar 
untuk promosi, akan menaikkan tigkat penjualan-nya, karena promosi 
adalah alat untuk memperkenalkan produk-nya kepada masyarakat 
konsumen. 
Selanjutnya tingkat penjualan menurut Basu Swastha dan Irawan 
(1999:241) mengatakan bahwa tingkat penjualan adalah jumlah yang ditawarkan 
dari sebuah perusahaan oleh pemakai industri dengan menggunakan distributor. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa tingkat penjualan bersih perusahaan yang 
diperoleh dad hasil pen-jualan seluruh produk selama jangka waktu tertentu dan 
hasil pen-jualan yang dicapai dari market share yang merupakan penjualan 
potensial yang dapat terdiri dari kelompok teritorial dan kelompok pembeli lainnya 
selama jangka waktu tertentu. 
Sementara itu menurut Gitosudarmo (1999:21) mengatakan bahwa tingkat 
penjualan adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan 
dan akan mempengaruhi suatu per-usahaan. 
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2.2.5 Jumlah Anggota 
Sebagai suatu perkumpulan, koperasi tidak akan terbentuk tanpa anggota 
sebagai tulang punggungnya, semakin banyak anggota maka semakin kokoh 
kedudukan koperasi. Sebab badan usaha koperasi dikelola serta dibiayai oleh 
para anggota, hal ini terlihat dari pemasukan modal koperasi yang bersumber 
dari simpanan - simpanan para anggota, yang dikelompokkan sebagai modal 
sendiri atau modal equity. Disamping itu menurut ketentuan Pasal 26 ayat ( 1 ) 
UU No.17 Tahun 2012, dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah 
merupakanpemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. 
Di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.17 Tahun 2012, dinyatakan 
bahwa keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu 
menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab 
keanggotaan. 
Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 dinyatakan 
bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara 
Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum, atau koperasi yang 
memenuhi persyaratanseperti ditetapkan dalam anggaran dasar. 
Adapun kewajiban dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di 
dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No.17 tahun 2012, sebagai berikut : 
1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan 
keputusan Rapat Anggota. 





3. Mengembangkan dan memelihara nilai kekeluargaan, menolong 
diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, 
berkeadilan, dan kemandirian. 
Sedangkan hak dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di dalam 
pasal 29 ayat (2) UU No.17 Tahun 2012, sebagai berikut: 
1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam 
Rapat Anggota. 
2. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar 
Rapat Anggota baik diminta atau tidak. 
3. Memilih atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus. 
4. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam 
anggaran dasar. 
5.  Memanfaatkan jasa yang disediakan koperasi. 
6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai 
dengan ketentuan dalam anggaran dasar. 
7.  Mendapatkan selisih hasil usaha koperasi dan kekayaan sisa 











2.3 Studi Empiris 
Milda Veralita dan Siti Khairani (2006) meneliti tentang “Analisi faktor-faktor 
penyebab piutang tak tertagih pada koperasi baitul malwat tamwil (BMT) 
Tarbiyah Palembang”, menyatakan bahwa Berdasarkan data-data analisis 
regresi pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut Secara 
simultan (bersama-sama) variabel Faktor Internal dan variable Faktor Eksternal 
X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y (Piutang Tak Tertagih).  Secara 
parsial variabel Faktor Internal dapat disimpulkan bahwa Foktor Internal dan 
Faktor Eksternal sama-sama berpengaruh positif terhadap Y (Piutang Tak 
tertagih). Dimana Faktor Eksternal X2 (Kegagalan Usaha Debitur X2.2) lebih 
dominan dibandingkan Faktor Internal X1 (Lemahnya Sistem Informasi Kredit 
X1.2 dan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit X1.3 ). 
Sedangkan variabel yang secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Y 
(Piutang Tak Tertagih) dimana Faktor Internal X1 (Lemahnya Sistem Administrasi 
dan Pengawasan X1.1 dan Faktor Eksternal X2 (Debitur Mengalami Musibah 
X2.3). 
Rita Yani Iyan dan Yuliani (2011) meneliti tentang “Peran Kredit Koperasi 
Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Usaha Anggotanya Di 
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, menyatakan bahwa 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanyang telah dipaparkan, maka 
penulis menyimpulkan Pemberian kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di 
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir kepada anggotanya cukup 
berarti dalam meningkatkan pendapatan dan omset usaha anggotanya. Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan rata-rata pendapatan anggota KSP Subur sebesar 




Bersama terjadi peningkatan rata-rata pendapatan anggota sebesar 
Rp.1.356.250 atau 43,67% setelah adanya kredit.  Dan omset usaha rata-rata 
anggota KSP Subur mengalami peningkatan sebesar Rp.3.200.000 atau 35,99% 
setelah adanya kredit, sedangkan pada KSP Usaha Bersama terjadi peningkatan 
rata-rata omset usaha sebesar Rp.2.581.250 atau 32,60% setelah adanya kredit. 
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan Uji Tanda “Sign Test” 
terhadap pendapatan dan omset usaha anggota pada KSP di Kecamatan 
Tembilahan, diketahui bahwa X2 hitung bernilai 29,03 pada anggota KSP Subur, 
sedangkan pada anggota KSP Usaha Bersama X2 hitung bernilai 14,06. Hal ini 
berarti X2 hitung > X2 tabel(3,841) dimana Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan 
demikian kredit yang diberikan KSP di Kecamatan Tembilahan dapat 




2.4 Kerangka Pikir 
Dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  mengenai variabel yang diduga 
mempengaruhi kinerja KUD dan Non KUD di Kabupaten Soppeng sebagai 
variabel terikat (Y) sedangkan modal (X1), aset (X2), sisa hasil usaha (SHU) 
(X3),tingkat penjualan (X4), dan jumlah anggota (X5) sebagai variabel bebas. 
Secara sederhana kerangka pemikiran tersebut digambarkan sebagai 
berikut : 











Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
a. Diduga tidak terdapat perbedaan kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) 
dan Non KUD 
b. Diduga Modal,Aset, SHU, tingkat penjualan dan jumlah anggota 




KUD NON KUD 





BAB  III 
METODE  PENELITIAN 
3.1   Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. 
Adapun waktu dari penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2015. 
3.2   Jenis dan Sumber Data 
 Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer 
yang    terdiri  dari  data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. 
3.2.1  Jenis Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni: 
• Data primer, yang dikumpulkan berbentuk hasil wawancara mendalam yang 
dilakukan terhadap responden yang berasal dari para pelaku yang terkait 
dengan persoalan untuk mengetahui perbandingan kinerja Koperasi Unit Desa 
(KUD) Dan Non KUD  
• Data Sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan 
pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait dengan 
pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian ini. Data sekunder ini antara 
lain, kepustakaan (Library Research) serta bahan dari internet. 
3.2.2 Sumber Data 
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai 
sumber yaitu: 





• Data sekunder berasal dari hasil publikasi berbagai literatur yang ada di 
beberapa tempat,seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. Serta, 
UMKM, Dinas Koperasi Kabupaten Soppeng, dan Koperasi di Kabupaten 
Soppeng. 
3.3   Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan koperasi yang 
diberikan pada Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 
dengan jumlah koperasi sebanyak 198 unit. Pengambilan sampel menggunakan 
proporsional sampling yang disertai pelaksanaan wawancara dengan unit 
koperasi serta mengumpulkan beberapa data dari hasil kegiatan koperasi 
tersebut, sampel yang diambil sebanyak 30 koperasi. Yang terdiri atas 15 unit 
KUD dan 15 unit Non KUD  
3.4    Metode Pengumpulan Data 
• Wawancara: yaitu untuk memperoleh informasi yang valid dalam 
pengumpulan data pada penelitian ini diadakan wawancara langsung yang 
dilakukan dengan responden untuk menggali data yang lebih mendalam 
tentang kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD. 
• Studi Dokumentasi: dalam penelitian ini ialah dengan cara mempelajari 







3.5    Metode Analisis 
 Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 
deskriptif yaitu dengan menyusun data yang diperoleh kemudian di 
interpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan 
masalah yang dihadapi. Tekhnik statistik yang digunakan yaitu chi kuadrat (x2) 
,adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila 
dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas, data berbentuk nominal dan 
sampelnya besar. Hipotesis deskriptif merupakan estimasi atau dugaan terhadap 
ada tidaknya perbedaan frekuensi antara kategori satu dan kategori lain dalam 
sebuah sampel tentang sesuatu hal 
 Rumus yang digunakan yaitu: (Sumber ; Statistika untuk ekonomi & 








X2 = Kinerja Koperasi KUD dan Non KUD di Kabupaten Soppeng 
Fo = Frekuensi yang diamati 
Fe= Frekuensi yang diharapkan 
Ketentuan pengujian hipotesa : 
Bila harga chi square hitung lebih kecil dari harga chi square tabel pada 
taraf kenyataan tertentu, maka Ho diterima dan Ha ditolak, tetapi sebaliknya bila 
harga chi square hitung lebih besar atau sama dengan harga chi square tabel, 
maka Ha dierima 
40 
 
3.6   Batasan Definisi dan Variabel  
Untuk lebih mengarahkan dalam pembahasan, maka penulis memberikan 
batasan variabel yang meliputi: 
• Koperasi adalah konsep sosiologi yang dimana koperasi ada dua ide dasar 
yang bersifat sosiologi yang penting dalam pengertian kerja sama :Pada 
dasarnya orang lebih menyukai hubungan dengan orang lain secara 
langsung. Hubungan paguyuban lebih disukai daripada hubungan yang 
bersifat pribadi dan manusia (orang) lebih menyukai hidup bersama yang 
saling menguntungkan dan damai daripada persaingan. Sesuai dengan 
pandangan Taylor tersebut Koperasi dianggap lebih bersifat perkumpulan 
orang daripada perkumpulan modal, selain dari sudut pandang Etis/Religious 
dan sudut pandang ekonomis (C.C.Taylor). 
• Kinerja adalah hasil kerja secra kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seseorang atau badan usaha dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan padanya. 
• KUD merupakan suatu koperasi yang beranggotan penduduk desa dan 
berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup wilayah 
kecamatan 
• Non KUD merupakan suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 
beranggotakan orang-orang atau berbadan hukum koperasi merupakan tata 
susunan ekonomi berbagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan 
• Modal merupakan salah satu faktor penting dalam memulai atau 
mengembangkan suatu kegiatan usaha, terutama bagi golongan ekonomi 




• Sebagai badan usaha, asset merupakan ukuran kemampuan koperasi dalam 
bisnis.Semakin besar asset berarti semakin besar pula kekayaan dan posisi 
tawar koperasidalam berbisnis. 
• tingkat penjualan adalah jumlah yang ditawarkan dari sebuah perusahaan 
oleh pemakai industri dengan menggunakan distributor. Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa tingkat penjualan bersih perusahaan yang diperoleh dari hasil 
penjualan seluruh produk selama jangka waktu tertentu dan hasil penjualan 
yang dicapai dari market share yang merupakan penjualan potensial yang 
dapat terdiri dari kelompok teritorial dan kelompok pembeli lainnya selama 
jangka waktu tertentu. 
• Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh 
dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban 
lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 
• Jumlah anggota merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja 
koperasi, karena suatu koperasi dibiayai dan dikelola oleh para anggotanya 
dan anggota merupakan tulang punggung sebuah koperasi  
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 
4.1.1.Geografis dan Demografis Kota Soppeng 
Secara geografis Kab. Soppeng terletak antara 4o06’ Lintang Selatan dan 
4032’ Lintang Selatan dan antara 119°47’ 18” Bujur Timur dan 120°06’ 13” Bujur 
Timur. Kabupaten Soppeng dibagi menjadi 8 kecamatan terdiri dari 49 desa, 21 
kelurahan, 124 dusun dan 39 lingkungan. 
Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan 
luas wilayah 1500km². Dengan luas dataran 700 km² berada pada ketinggian 
rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 
800 km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Ibukota 
kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggiam 120 M 
diatas permukaan Laut. 
Gunung yang tertinggi yang didalam wilayah Kabupaten Soppeng yaitu 
gunung nene conang dengan ketinggian 1.463 m. Puluhan sungai-sungai yang 
terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi 
tanah tanah pertanian disekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain : sungai 
Langkemme, berhulu digunung Lapacu bermuara di Sungai Walanae, sungai 
tersebut melalui dusun  Umpungeng, Dusun Langkemme, Dusun Cenranae, 









Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2012 tercatat sebanyak 
226.202 jiwa yang terdiri dari laki-laki 106.689 jiwa dan perempuan 119.513 jiwa. 
Penduduk tersebut tersebar di seluruh Desa/Keluarahan dalam wilayah 
Kabupaten Soppeng dengan kepadatan 151 jiwa/km². Kecamatan terpadat 
adalah Liliriaja yaitu sekitar 284 jiwa/km² dan yang terjarang penduduknya 
adalah kecamatan Marioriawa sekitar 88 jiwa/km² 
 
4.1.3 Koperasi 
Koperasi yang berada di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 adalah 
koperasi KUD sebanyak 15 dengan anggota 15.399 meningkat dibandingkan 
tahun sebelumnya 15.304. koperasi yang Non KUD sebanyak 183 dengan 
anggota 30.717 meningkat dibndingkan tahun sebelumnya. 
Koperasi Non KUD beberapa diantaranya adalah koperasi Pertanian 
dengan jumlah 22 unit yang beranggotakan 1.861 orang, Koperasi Pegawai 
Negri (KPRI) dengan jumlah 14 unit aktif dan 1 unit tidak aktif yang 
beranggotakan 2.348 orang, Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan jumlah 31 unit 
yang aktif dan 2 unit yang tidak aktif yang beranggotakan 1692 orang, Koperasi 
Pasar (Koppas) dengan jumlah 5 unit yang aktif yang beranggotakan 358 orang, 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan jumlah 8 unit yang beranggotakan 826 
orang. 
 
4.2.  Perkembangan Variabel Penelitian 
4.2.1 Modal 
Modal adalah segenap peralatan dan fasilitas dasar atau struktur yang 




dimiliki oleh sebuah perekonomian meliputi semua barang yang diproduksi di 
masa lalu yang sekarang digunakan untuk memproduksi atau mendapatkan 
barang dan jasa. Sedangkan menurut Schwiedland (dalam Kurniawan, 2010) 
mengartikan modal dalam artian luas, dimana modal itu meliputi baik modal 
dalam bentuk uang (geldkapital), maupun modal dalam bentuk barang 
(sackkapital), misalnya mesin, barang dagangan, tanah dan lain-lain. 
Berdasar hal tersebut untuk melihat bagaiamana perkembangan modal 
pada Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non Koperasi Unit Desa Kabupaten 
Soppeng maka dapat dketahui melalui Tabel 4.1 berikut ini, 
Tabel 4.1 
Modal Koperasi KUD dan Non KUD  
Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
 (Rupiah) 
 
No KUD MODAL NON KUD MODAL 
1 Ompo     89.959.832 Koptan Batu 
asangnge 
     447.165.975 
2 Sentosa    159.137.511 Koptan Tametta        75.174.252 
3 Lalabatarilau 656.229.595 Koptan Padaidi        11.188.007 
4 Sukur      33.520.344 KPRI Lamase-mase   2.024.158.961 
5 Minasata    176.967.950 KPRI  Progresif      793.595.372 
6 Jennae      46.572.000 KPRI Padaati   2.078.021.053 
7 Jampu    116.980.494 KSU Mitra selaras        79.917.864 
8 Galung      20.009.428 KSU Lamumpatue        96.142.437 
9 Lompongen    114.748.000 KSU Batara mario ogi        66.445.775 
10 Sekkanyili      43.967.389 Koppas Al-amin        83.315.050 
11 Watalipu      33.786.223 Koppas Pelangi          7.643.547 
12 Lakoroci    298.996.684 Koppas Kuncup mekar          3.964.000 
13 Siporio      89.510.835 KSP Marga mulya      130.393.620 
14 Suka    477.963.733 KSP Maddeppungeng      113.882.093 
15 Sipurennu    308.074.984 KSP Rezky mulya      113.390.250 
 JUMLAH 2.666.425.002 JUMLAH   6.124.398.256 
Sumber: - Dinas Koperindag Kab. Soppeng 2014   
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi 




Non KUD yang dijadikan sampel 15 unit diantaran 3 Koperasi Pertanian, 3 
Koperasi Pegawai Negri, 3 Koperasi Serba Usaha, 3 Koperasi Simpan Pinjam 
dan 3 Koperasi Pasar. 
 
4.2.2 Aset 
Aset merupakan ukuran kemampuan koperasi dalam bisnis. Semakin 
besar asset berarti semakin besar pula kekayaan dan posisi tawar koperasi 
dalam berbisnis. Berdasar hal tersebut untuk melihat bagaiamana perkembangan 
aset pada Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non Koperasi Unit Desa Kabupaten 
Soppeng dapat dketahui melalui Tabel 4.2 berikut ini, 
Tabel 4.2 
Aset Koperasi KUD dan Non KUD  
Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
(Rupiah) 
 
No KUD ASET NON KUD ASET 
1 Ompo        287.819.383 Koptan Batu 
asangnge 
     834.829.119 
2 Sentosa        594.186.483 Koptan Tametta        86.174.252 
3 Lalabatarilau     3.086.912.634 Koptan Padaidi      117.194.007 
4 Sukur        755.165.355 KPRI  Lamase-mase   2.935.748.281 
5 Minasata        223.165.680 KPRI Progresif   1.133.505.264 
6 Jennae        298.079.405 KPRI Padaati   2.484.886.942 
7 Jampu        758.134.028 KSU Mitra selaras      154.230.843 
8 Galung        445.766.278 KSU Lamumpatue      125.662.750 
9 Lompongen     1.010.898.000 KSU Batara mario ogi        95.291.300 
10 Sekkanyili     1.797.883.990 Koppas Al-amin        84.950.250 
11 Watalipu          75.170.650 Koppas Pelangi      196.048.761 
12 Lakoroci        976.430.284 Koppas Kuncup 
mekar 
       19.431.000 
13 Siporio     1.726.733.403 KSP Marga mulya      659.827.820 
14 Suka     2.636.749.591 KSP 
Maddeppungeng 
     212.421.516 
15 Sipurennu     1.565.724.455 KSP Rezky mulya      235.514.750 
 JUMLAH   16.420.819.619 JUMLAH   9.375.716.855 




Berdasarkan pada  tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi 
pada KUD Dikabupaten Soppeng pada Tahun 2014 yaitu 15 unit. Sedangkan 
Non KUD yang dijadikan sampel 15 unit diantaran 3 Koperasi Pertanian, 3 
Koperasi Pegawai Negri, 3 Koperasi Serba Usaha, 3 Koperasi Pasar dan 3 
Koperasi Simpan Pinjam. 
4.2.3 Sisa Hasil Usaha (SHU) 
Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang dikurangi biaya, 
penyusutan, dan kewajiban yang diperoleh dalam satu tahun buku. Transaksi 
sangat erat kaitannya dengan SHU, karena SHU dihitung secara proporsional 
berdasarkan jumlah transaksi dan partisipasi modal. Artinya, semakin besar 
transaksi, maka semakin besar pula peluang seorang anggota untuk 
mendapatkan SHU. 
Berdasarkan hal tersebut, maka untuk melihat perkembangan SHU pada 
Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non Koperasi Unit Desa Kabupaten Soppeng 






SHU Koperasi KUD dan Non KUD  
Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
(Rupiah) 
 
No KUD SHU NON KUD SHU 
1 Ompo        7.834.883 Koptan Batu 
asangnge 
       50.074.575 
2 Sentosa    19.067.710 Koptan Tametta             822.126 
3 Lalabatarilau       1.118.350 Koptan Padaidi             200.000 
4 Sukur       1.250.000 KPRI Lamase-mase        42.750.000 
5 Minasata          500.000 KPRI Progresif      135.982.275 
6 Jennae          175.000 KPRI Padaati        14.797.184 
7 Jampu       2.941.082 KSU Mitra selaras        20.180.325 
8 Galung          860.000 KSU Lamumpatue          7.199.200 
9 Lompongen       2.510.000 KSU Batara mario ogi          7.029.000 
10 Sekkanyili       6.544.500 Koppas Al-amin             900.000 
11 Watalipu     21.094.737 Koppas Pelangi             483.016 
12 Lakoroci       7.781.244 Koppas mekar             677.000 
13 Siporio       7.631.907 KSP Marga mulya        29.798.200 
14 Suka     28.045.000 KSP Maddeppungeng          3.015.640 
15 Sipurennu       1.758.623 KSP Rezky mulya        12.475.000 
 JUMLAH     70.977.616 JUMLAH      326.383.541 
Sumber: - Dinas Koperindag Kab. Soppeng 2014   
Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi 
pada KUD di kabupaten Soppeng pada Tahun 2014 yaitu 15 unit. Sedangkan 
Non KUD yang dijadikan sampel 15 unit diantaranya 3 Koperasi Pertanian, 3 
Koperasi Pegawai Negri, 3 Koperasi Serba Usaha, 3 Koperasi Pasar dan 3 
Koperasi Simpan Pinjam. 
4.2.4 Tingkat Penjualan 
Penjualan adalah suatu kegiatan yang meliputi semua kegiatan yang terjadi 
dalam mentransfer barang dan menyediakan bantuan serta informasi kepada 
pembeli akhir atau kepada distributor (Keegan, 1995). Lebih lanjut dijelaskan 




seluruh produk selama jangka waktu tertentu dan hasil penjualan yang dicapai 
dari market share yang merupakan penjualan potensial yang dapat terdiri dari 
kelompok teritorial dan kelompok pembeli lainnya selama jangka waktu tertentu. 
Berdasarkan hal tersebut, maka untuk melihat perkembangan jumlah 
anggota pada Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non Koperasi Unit Desa 
Kabupaten Soppeng dapat dketahui melalui Tabel 4.4 berikut ini, 
Tabel 4.4 
Tingkat Penjualan Koperasi KUD dan Non KUD  
Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
(Rupiah) 
 
No KUD Tingkat Penjualan NON KUD Tingkat Penjualan 
1 Ompo    240.758.233 Koptan Batu 
asangnge 
  1.159.631.000 
2 Sentosa   393.933.712. Koptan Tametta      123.066.530 
3 Lalabatarilau 2.527.540.591 Koptan Padaidi      110.208.340 
4 Sukur    656.545.741 KPRI Lamase-mase   3.344.485.200 
5 Minasata    255.380.000 KPRI Progresif   2.077.922.300 
6 Jennae    234.462.000 KPRI Padaati   4.039.943.050 
7 Jampu 1.236.801.512 KSU Mitra selaras      258.083.650 
8 Galung    425.756.850 KSU Lamumpatue      234.150.000 
9 Lompongen    906.642.000 KSU Batara mario ogi      164.492.400 
10 Sekkanyili 1.915.659.900 Koppas Al-amin      112.654.000 
11 Watalipu    668.224.661 Koppas Pelangi      304.039.800 
12 Lakoroci 1.379.766.040 Koppas Kuncup 
mekar 
     125.022.000 
13 Siporio 1.837.407.208 KSP Marga mulya      956.221.000 
14 Suka 2.328.008.777 KSP Maddeppungeng      321.350.000 
15 Sipurennu 1.025.419.399 KSP Rezky mulya      353.486.000 
 JUMLAH 16.032.306.624 JUMLAH 13.684.755.270 
Sumber: - Dinas Koperindag Kab. Soppeng 2014  
 Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi 
pada KUD Dikabupaten Soppeng pada Tahun 2014 yaitu 15 unit. Sedangkan 




Koperasi Pegawai Negeri, 3 Koperasi Serba Usaha, 3 Koperasi Pasar dan 3 
Koperasi Simpan Pinjam.  
4.2.5 Jumlah Anggota 
Anggota Koperasi adalah orang-orang / badan hukum koperasi yang 
memiliki kepentingan yang sama yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pengguna 
jasa Koperasi itu sendiri, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha 
Koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi 
serta terdaftar dalam buku anggota.  
Berdasarkan hal tersebut, maka untuk melihat perkembangan jumlah 
anggota pada Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non Koperasi Unit Desa 
Kabupaten Soppeng dapat dketahui melalui Tabel 4.5 berikut ini, 
Tabel 4.5 
Jumlah Anggota Koperasi KUD dan Non KUD  





NON KUD Jumlah Anggota 
1 Ompo 21600 Koptan Batu asangnge 736 
2 Sentosa 1300 Koptan Tametta 68 
3 Lalabatarilau 1073 Koptan Padaidi 81 
4 Sukur 537 KPRI Lamase-mase 303 
5 Minasata 104 KPRI Progresif 67 
6 Jennae 557 KPRI Padaati 245 
7 Jampu 152 KSU Mitra selaras 47 
8 Galung 500 KSU Lamumpatue 38 
9 Lompongen 1735 KSU Batara mario ogi 84 
10 Sekkanyili 1102 Koppas Al-amin 96 
11 Watalipu 501 Koppas Pelangi 206 
12 Lakoroci 2119 Koppas Kuncup mekar 102 
13 Siporio 913 KSP Marga mulya 279 
14 Suka 1753 KSP Maddeppungeng 27 
15 Sipurennu 1453 KSP Rezky mulya 288 
 JUMLAH 15399 JUMLAH 2667 





 Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi 
pada KUD Dikabupaten Soppeng pada Tahun 2014 yaitu 15 unit, sedangkan 
Non KUD yang dijadikan sampel 15 unit, diantaranya 3 Koperasi Pertanian, 3 
Koperasi Pegawai Negeri, 3 Koperasi Serba Usaha, 3 Koperasi Pasar dan 3 
Koperasi Simpan Pinjam.  
 
4.3.  Hasil Estimasi Perbedaan Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan 
 Non KUD Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
 
Hasil Chi-Square kinerja KUD dan Non KUD di Kabupaten Soppeng tahun 
2014 diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.6 
Chi-Square Kinerja KUD dan Non KUD 
Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
No Variabel Fo Fe (fo-fe) (fo-fe)² (fo-fe)²/fe 
1 modal KUD 2666 4901 -2234 4992307,0 1018,7 
2 modal Non KUD 6124 3890 2234 4992307,0 1283,5 
3 Aset KUD 16421 14382 2039 4156906,1 289,0 
4 Aset Non KUD 9376 11415 -2039 4156906,1 364,2 
5 SHU KUD 180 221 -41 1699,0 7,7 
6 SHU Non KUD 326 176 150 22599,9 128,7 
7 Tingkat P'jualan KUD 16032 16568 -536 286867,3 17,3 
8 Tingkat P'jualan Non KUD 13685 13149 536 286867,3 21,8 
9 J. Anggota KUD 5317 4436 881 776919,4 175,2 
10 J. Anggota Non KUD 2639 3520 -881 776919,4 220,7 
x²= (fo-fe)²/fe 3526,7 
Sumber ; -  Dinas Koperindag Tahun 2014 
                -  Data diolah 
  
Berdasarkan Tabel 4.6 dengan melihat kinerja KUD dan Non KUD maka 
dihasilkan chi-square hitung sebesar 3526,7. Dengan menggunakan taraf 
kenyataan 2%  (α=0,02) dan degree of freedom (df=(5-1)x(2-1)=4, maka 




tabel maka hipotesis ditolak. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara jenis koperasi dengan kinerja koperasi. Kinerja KUD dan Non 
KUD berbeda, faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut yaitu 
modal, aset, SHU, tingkat penjualan, dan jumlah anggota. 
 
4.4  Analisis Perbandingan Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan  Non 
KUD di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
  
 Koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang 
beranggotakan penduduk desa, dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah 
kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan.KUD merupakan 
penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya 
dipedesaan, usaha KUD dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada 
anggota seperti usaha simpan pinjam atau kredit, sarana-saran pertanian, 
memasarkan produksi anggota, dan lain-lainnya.perkembangan unit usaha KUD 
masih relatif kecil, susunan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab 
masih sederhana. Akan tetapi kalau unit usaha sudah besar dan kegiatannya 
sudah meluas, maka susunan struktur organisasi tersebut disesuaikan dengan 
banyaknya volume kegiatan yang disusun menurut fungsi dan tugas untuk 
menunjukkan wewenang dan tanggung jawab masing masing anggota. 
 Non KUD merupakan suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak 
sosial, beranggotakan orang orang atau berbadan hukum koperasi yang 
merupakan tata susunan ekonomi berbagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan. Unit Non KUD mengalami perkembangan yang pesat dibanding 
KUD yang  didukung oleh keaktifan partisipasi anggota dan infrastruktur secara 




Kabupaten Soppeng, antara lain adalah modal, aset, sisa hasil usaha (SHU), 
tingkat penjualan, dan jumlah anggota 
 
4.4.1 Pengaruh Modal terhadap Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non 
KUD di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
 
Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan bahwa variabel modal memiliki 
pengaruh terhadap kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD. Terdapat 
perbedaan antara modal KUD dan Non KUD terhadap kinerja koperasi di 
Kabupaten Soppeng tahun 2014 dan perbedaan ini tercermin seperti data dalam 
sampel. Berdasarkan data yang terkumpul, modal KUD mempunyai jumlah yang 
lebih rendah dibanding dengan modal Non KUD. 
Modal yang diperoleh KUD yaitu sebesar Rp. 2.666.425.002, sedangkan 
modal yang diperoleh dari beberapa sampel  pada Non KUD lebih besar 
dibanding Modal KUD yaitu Rp. 6.124.398.256,dimana memiliki selisih modal 
yang sangat jauh yaitu Rp.3.457.973.254 
 Pada KUD , unit Koperasi yang memiliki modal tertinggi yaitu koperasi 
lalabatarilau dengan jumlah Rp. 656.229.595 dan koperasi yang memiliki modal 
terendah yaitu koperasi galung sebesar Rp.20.009.428, sedangkan pada unit 
Non KUD yang memiliki modal tertinggi yaitu Koperasi Padaati sejumlah Rp. 
2.078.021.053 dan Koperasi yang memiliki modal terndah yaitu koperasi kuncup 
Mekar sebesar Rp. 3.964.000 
Koperasi pada umumnya masih banyak yang belum mampu menggalang 
pemupukan modal dari anggota koperasi sendiri selain dari iuran pokok dan 
iuran wajib anggota. Tidak jarang bahwa iuran wajib bulanan masih kurang 
lancar dilakukan. Bawasannya koperasi adalah suatu badan usaha ekonomi 




berdasarkan prinsip self help karena maju mundurnya koperasi sangat ditentukan 
oleh anggota. 
Koperasi besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih 
banyak dari pada koperasi kecil. Oleh karena itu kemungkinan kegagalan dalam 
menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan 
sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu 
koperasi, dimana koperasi dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu 
menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya.   
Demikian halnya yang terjadi pada KUD di Kabupaten Soppeng tahun 2014 
yang kebanyakan masih merupakan koperasi dengan ukuran skala kecil 
sehingga untuk memiliki modal yang besar dibutuhkan perhatian khusus untuk 
membantu mengembangkan modalnya. Berbeda dengan yang terjadi pada Non 
KUD yang cenderung telah berukuran skala besar sehingga lebih mudah 
mengelola permodalan dalam mempengaruhi kinerja koperasi di Kabupaten 
Soppeng Tahun 2014 
Selain itu modal yang diperoleh KUD yang berbanding terbalik dengan 
jumlah anggota KUD,  dimana prinsip koperasi yang menyatakan bahwa jika 
jumllah anggota koperasi lebih banyak maka modal yang diperoleh koperasi juga 
banyak. namun berbeda yang terjadi pada keadaan KUD di kabupaten Soppeng 
yang jumlah modalnya lebih rendah.sedangkan jumlah anggota yang tercata 
lebih besar dibanding dengan jumlah anngota pada non kud  dibanding jumlah 
anggotanya yang lebih banyak, hal ini disebabkan banyaknya anggota KUD yang 
hanya sekedar tercatat sebagai anggota dan berpartisipasi aktif termasuk dalam 




4.4.2 Pengaruh Aset terhadap Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non 
KUD di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
 
Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan bahwa aset memiliki pengaruh terhadap 
kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD. Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara aset KUD dan Non KUD terhadap kinerja koperasi di Kabupaten 
Soppeng tahun  2014 dan perbedaan ini tercermin seperti data dalam sampel. 
Berdasarkan data yang terkumpul, aset KUD mempunyai jumlah yang lebih 
besar dibanding dengan aset Non KUD. 
Aset yang diperoleh KUD sebesar Rp. 16.420.819.619, sedangkan aset 
yang diperoleh dari beberapa sampel  pada Non KUD lebih kecil dibanding aset 
KUD yakni mencapai Rp. 9.375.716.855,sehingga terlihat adanya selisih Aset 
yang sangat jauh yakni mencapai Rp. 7.045.102.764 
 Pada KUD, unit Koperasi yang memiliki Aset tertinggi yaitu Koperasi 
Lalabatarilau dengan jumlah Rp3.086.912.634 dan koperasi yang memiliki Aset 
terendah yaitu koperasi watalipu sebesar Rp75.170.650, sedangkan pada unit 
Non KUD yang memiliki aset tertinggi yaitu koperasi padaati sejumlah 
Rp2.484.886.942 dan Koperasi yang memiliki aset terendah yaitu koperasi 
kuncup Mekar sebesar Rp19.431.000. 
Aset-aset KUD secara optimal bermanfaat melalui penataan ulang 
konsepsi dasar KUD sebagai koperasi ekonomi petani yang lebih profesional. 
Terlindung dan adanya pembinaa KUD di pedesaan agar terhindar dari tekanan 
pemilik modal kuat yang semakin menguasai kegiatan agribisnis di pedesaan 





Pelatihan pada anggota KUD diarahkan kepada peningkatan kemandirian 
dan daya saing KUD melalui paket-paket pelatihan sesuai dengan kebutuhan 
dengan melibatkan seluruh stakholders secara tepat guna berbasis komoditas 
unggulan dan permintaan pasar memperkuat posisi strategis KUD sebagai 
kekuatan perekonomian rakyat mengurangi kemiskinan dan pengangguran di 
pedesaan 
Demikian halnya fenomena yang terjadi pada koperasi  KUD yang memiliki 
aset lebih besar dibanding Non KUD dalam mempengaruhi kinerja koperasi di 
Kabupaten Soppeng tahun 2014 
4.4.3 Pengaruh Sisa Hasil Usaha (SHU) terhadap Kinerja Koperasi Unit Desa 
(KUD) dan Non KUD di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
 
Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan bahwa SHU memiliki pengaruh 
terhadap kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD. Terdapat perbedaan 
antara SHU KUD dan Non KUD terhadap kinerja koperasi di Kabupaten Soppeng 
tahun 2014 dan perbedaan ini tercermin seperti data dalam sampel. Berdasarkan 
data yang terkumpul, SHU KUD mempunyai jumlah yang lebih rendah dibanding 
dengan  SHU Non KUD. 
SHU yang diperoleh KUD yaitu sebesar Rp70.977.616, sedangkan SHU 
yang diperoleh dari beberapa sampel  pada Non KUD lebih besar dibanding SHU 
KUD yaitu Rp326.383.541,dimana memiliki selisih SHU yang sangat jauh yaitu 
Rp255.405.925. 
 Pada KUD, unit koperasi yang memiliki SHU tertinggi yaitu Koperasi Suka 
dengan jumlah Rp 28.045.000 dan koperasi yang memiliki SHU terendah yaitu 
Koperasi Jennae sebesar Rp175.000, sedangkan pada unit Non KUD yang 




koperasi yang memiliki SHU terendah yaitu Koperasi Padaidi sebesar 
Rp200.000. 
Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang 
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan 
kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.  Sisa 
hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota 
sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing 
anggotadengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan 
perkoperasian dan keperluan lain koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat 
Anggota. 
Kaitannya dengan yang terjadi pada KUD di Kabupaten Soppeng tahun 
2014,  pada umumnya merupakan masyarakat yang belum merasakan dampak 
modernisasi secara utuh sehingga menjadi salah satu alasan memiliki SHU yang 
lebih kecil. Sehingga faktor-faktor yang mampu meningkatkan SHU masih sangat 
sulit diakses dan diaplikasikan pada  kinerja KUD. Berbeda dengan yang terjadi 
pada Non KUD yang telah lebih mampu mandiri dalam meningkatkan SHU dalam 
mempengaruhi kinerja koperasi di Kabupaten Soppeng tahun 2014. 
Selain itu fenomena yang terjadi pada KUD di Kabupaten Soppeng 
memiliki SHU yang lebih rendah dibanding Non KUD, namun diketahui bahwa 
tingkat penjualan yang diperoleh KUD lebih besar dibanding Non KUD, dimana 
jika tingkat penjualan koperasi diperoleh lebih banyak akan berbanding lurus 
dengan SHU yang diperoleh Koperasi. hal ini diindikasi oleh adanya anggota 
yang berpeluang melakukan aktifitas ekonomi yang bersifat pribadi dalam 





4.4.3 Pengaruh Tingkat Penjualan terhadap Kinerja Koperasi Unit Desa 
(KUD) dan Non KUD di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
 
Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan bahwa tingkat penjualan berpengaruh 
terhadap kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD. Terdapat perbedaan 
antara tingkat penjualan KUD dan Non KUD terhadap kinerja koperasi di 
Kabupaten Soppeng tahun 2014 dan perbedaan ini tercermin seperti data dalam 
sampel. Berdasarkan data yang terkumpul, tingkat penjualan KUD mempunyai 
jumlah yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat penjualan Non KUD. 
 Tingkat Penjualan yang diperoleh KUD yaitu sebesar Rp16.032.306.624, 
sedangkan tingkat penjualan yang diperoleh dari beberapa sampel  pada Non 
KUD lebih kecil dibanding tingkat penjualan KUD yaitu Rp13.684.755.270, 
dimana memiliki selisih tingkat penjualan yang sangat jauh yaitu 
Rp2.347.551.354. 
 Pada KUD, unit Koperasi yang memiliki Tingkat Penjualan tertinggi yaitu 
koperasi Lalabatarilau dengan jumlah Rp2.527.540.591 dan koperasi yang 
memiliki Tingkat Penjualan terendah yaitu koperasi Jennae sebesar 
Rp.234.462.000, sedangkan pada unit Non KUD yang memiliki Tingkat 
Penjualan tertinggi yaitu Koperasi Padaati sejumlah Rp4.039.943.050 dan 
koperasi yang memiliki tingkat penjualan yaitu koperasi Padaidi sebesar 
Rp110.208.340 
Kasali (1998) mengatakan bahwa dalam usaha meningkatan tingkat 
penjualan perusahaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai faktor 
yang berpengaruh beberapa diantaranya adalah harga, Wedbster (1997) 
menjelaskan bahwa harga adalah jumlah yang dibayarkan dalam membeli suatu 




atau jasa. Tujuan utama dalam penetapan harga suatu produk adalah (a) 
Meningkatkan penjualan, (b) Mempertahankan dan memperbaiki market share, 
(c) Stabilisasi harga, (d) Mencapai target pengambilan investasi, (e) Mencapai 
laba yang maksimum. Secara teoritis, dipakai dalam penentuan harga adalah 
maksimum profit. 
Selain harga, jenis produk juga merupakan hal yang berpengaruh dalam 
tingkat penjualan. Stanton (1987)  menyatakan bahwa produk adalah merupakan 
suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, 
termasuk pembungkus, warna, harga prestise perusahaan dan pengecer yang 
diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan.  
Tingkatan produk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok menurut 
daya tahan, wujud dan penggunaan yaitu: (1) barang yang terpakai habis 
(nondurable goods) adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsikan 
dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Karena barang-barang tersebut 
terkonsumsi dan sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuatnya tersedia 
dibanyak lokasi. mengenakan margin yang kecil, dan beriklan besar-besaran 
untuk memancing orang untuk mencoba serta membangun preferensi, (2) barang 
tahan lama (duradle cods) adalah barang berwujud yang biasanya digunakan 
banyak kali. contohnya lemari es, perlatan mesin, dan pakaian. Produk tahan 
lama biasanya memerlukan penjualan dan pelayan yang lebih pribadi, margin 
lebih tinggi dan memerlukan lebih banyak garansi dari penjual, (3) Jasa 
(services) bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dan mudah habis.  
Untuk memilih produk yang tepat sebaiknya didasarkan atas pertimbangan-
pertimbangan antara lain: (a) Luas pasar dari barang atau produk yang hendak 




yang lain dari perusahaan tersebut, (c) Tingkat persaingan, dan (d) Kualitas 
produk. Hal ini penting karena sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran 
penjualan dari perusahaan. 
Selain kedua hal tersebut saluran distribusi tidak dapat dipungkiri turut 
berkontribusi memengaruhi tingkat penjualan. McCarthy (1997) berpendapat 
bahwa saluran distribusi adalah serangkaian perusahaan perorangan yang 
berpartisipasi dalam arus barang dan jasa dari produsen sampai pengguna akhir 
atau konsumen. Dan selanjutnya adalah promosi yang merupakan salah satu 
faktor penting didalam memasarkan suatu produk, karena dengan promosi calon 
pembeli akan mengetahui keberadaan suatu produk dipasaran dan bagi 
perusahaan promosi sekaligus merupakan bentuk komunikasi pemasaran ke 
calon konsumen untuk menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan 
pasar atas perusahaan dan produknya.  
Adapun tujuan promosi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan, memperkenalkan 
suatu produk kepada konsumen, mendorong pemilihan atas suatu produk, 
membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk, mengimbangi kelemahan 
unsur bauran pemasaran lainnya, menanamkan citra produk dan perusahaan. 
Selanjutnya adalah pesaing (competitors) bagi suatu perusahaan 
merupakan suatu peluang sekaligus sebagai ancaman. Pesaing dapat menujadi 
peluang apabila kita mampu memahami apa dan bagaimana strategi yang 
digunakan dalam memeasuki dan memenangkan pasar. Namun akan menjadi 
ancaman bilamana kita tidak mampu memahami strategi dan kekuatan yang 
dimilikinya. Lebih lanjut Kotler menjelaskan bahwa ada empat tingkat pesaing 




dan persaingan generik yang berarti bahwa suatu perusahaan menganggap para 
pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan nilai 
konsumen yang sama. 
Demikian halnya fenomena yang terjadi pada koperasi  KUD yang memiliki 
tingkat penjualan lebih rendah dibanding Non KUD dalam mempengaruhi  kinerja 
koperasi di Kabupaten Soppeng tahun 2014. 
 
4.4.3 Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) 
dan Non KUD di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 
 
Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan jumlah anggota berpengaruh terhadap 
kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD. Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara jumlah anggota KUD dan Non KUD terhadap  kinerja koperasi di 
Kabupaten Soppeng tahun 2014 dan perbedaan ini tercermin seperti data dalam 
sampel. Berdasarkan data yang terkumpul, jumlah anggota KUD mempunyai 
jumlah yang lebih besar dibanding dengan jumlah anggota Non KUD. 
 Jumlah anggota yang ada pada KUD adalah  15.399 anggota, sedangkan 
jumlah anggota dari beberapa sampel  pada Non KUD lebih kecil dibanding 
jumlah anggota KUD, yaitu hanya 2.667 anggota,dimana memiliki selisih jumlah 
anggota yang sangat jauh, yaitu 12.732 anggota 
 Pada KUD , unit Koperasi yang memiliki jumlah anggota tertinggi yaitu 
Koperasi Ompo dengan jumlah 1.600 anggota dan koperasi yang memiliki jumlah 
anggota terendah yaitu Koperasi Minasata sebesar 104 anggota, sedangkan 
pada unit Non KUD yang memiliki jumlah anggota tertinggi yaitu Koperasi 
Lamase-mase sejumlah 303 anggota dan koperasi yang memiliki SHU terendah 
yaitu Koperasi Maddeppungeng sebesar 27 anggota. 




sebagai tulang punggungnya, semakin banyak anggota maka semakin kokoh 
kedudukan koperasi. Sebab badan usaha koperasi dikelola serta dibiayai oleh 
para anggota, hal ini terlihat dari pemasukan modal koperasi yang bersumber 
dari simpanan - simpanan para anggota, yang dikelompokkan sebagai modal 
sendiri atau modal equity. Disamping itu menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) 
UU No. 17 Tahun 2012, dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah 
merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. 
Adanya perbedaan jumlah anggota dari kedua jenis koperasi ini 
disebabkan oleh animo masyarakat yang terus terkikis untuk ikut berpartisipasi 
dalam anggota koperasi. Khusunya bagi mereka yang telah merasakan 
perkembangan globalisasi sehingga cenderung lebih menginginkan sesuatu yang 
bersifat lebih modern dan yang lebih menjanjikan manfaatnya. Namun berbeda 
yang terjadi pada KUD yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 
kekeluargaan dan gotong-royong sehingga masih antusias dalam ikut 
berpartipasi menjadi anggota koperasi selain karena fungsi koperasi yang 
memang masih sangat dibutuhkan di sekitar daerah ataupun pedesaan. 
Sehingga anggota koperasi menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi 
kinerja koperasi di Kabupaten Soppeng tahun 2014. 
 BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya maka dapat disimpulkan: 
1. Terdapat perbedaan kinerja antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non 
KUD di kabupaten Soppengr. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya modal, aset, sisa hasil usaha (SHU), tingkat penjualan dan 
jumlah anggota 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi unit desa (KUD) dan 
non KUD di Kabupaten Soppeng adalah modal, aset, SHU, Tingkat 
Penjualan dan Jumlah Anggota 
a. Modal KUD pada umumnya masih merupakan modal sendiri koperasi 
dengan ukuran skala kecil sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari 
pemerintah  untuk membantu penguru KUD akan mengembangkan 
modalnya. faktor modal KUD lebih kecil dibanding Non KUD dalam 
mempengaruhi kinerja koperasi di Kabupaten Soppeng, Tahun 2014. 
b. Aset KUD secara optimal bermanfaat melalui penataan ulang konsepsi 
dasar KUD sebagai koperasi ekonomi petani yang lebih profesional, 
sehingga faktor aset KUD lebih besar dibanding Non KUD dalam 
mempengaruhi kinerja koperasi di Kabupaten Soppeng. 
c. SHU KUD masih sangat sulit diakses dan diaplikasikan dalam aktivitas 
koperasi. Hal ini dipengaruhi oleh adanya anggota koperasi yang 





SHU  KUD lebih kecil dibanding Non KUD yang telah lebih mampu 
mandiri meningkatkan SHU dalam mempengaruhi kinerja koperasi di 
Kabupaten Soppeng. 
d. Tingkat Penjualan KUD masih sangat terbatas dalam penentuan harga 
dan jenis produk yang merupakan faktor dari penentu tingkat penjualan 
pada koperasi untuk pembeli dalam memuaskan keinginan atau 
kebutuhan para anggota, sehingga faktor tingkat penjualan pada KUD 
lebih rendah dibanding Non KUD dalam mempengaruhi  kinerja 
koperasi di Kabupaten Soppeng 
e. Jumlah anggota KUD masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 
kekeluargaan dan gotong-royong sehingga masih antusias dalam ikut 
berpartipasi menjadi anggota koperasi. Hal ini disebabkan karena 
fungsi koperasi yang memang masih sangat dibutuhkan di sekitar 
daerah ataupun pedesaan. Akibatnya faktor jumlah anggota koperasi 
pada KUD lebih banyak dibanding Non KUD telah dapat 
mempengaruhi kinerja koperasi di Kabupaten Soppeng yang lebih 
besar pula. 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka pada bagian ini 
dikemukakan beberapa saran baik untuk kepentingan praktis maupun 
pengembangan penelitian selanjutnya sebagai berikut : 
1. Perlu adanya peningkatan faktor modal, aset, SHU, tingkat penjualan, 
dan jumlah anggota pada  Non KUD, guna meningkatkan kinerja KUD 
dan Non KUD di Kabupaten Soppeng. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memformulasikan model 
penelitian yang lebih komprehensif dalam mengungkap apa yang ada 
dibalik fenomena koperasi sehingga menemukan solusi yang tepat atas 
berbagai macam persoalan mengenai kinerja KUD dan Non KUD di 
Kabupaten Soppeng. 
3. Baik pemerintah pusat, maupun pemerintah memediasi dalam 
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Lampiran 1 :      
Jumlah Modal, Aset, Sisa Hasil Usaha (SHU), Tingkat Penjualan Dan Jumlah Anggota 
KUD Responden Di Kabupaten Soppeng 
Tahun 2014  
NO  KUD MODAL  ASET SHU TINGKAT PENJUALAN J. ANGGOTA 
1 Ompo  Rp         89.959.832   Rp           287.819.383   Rp       7.834.883   Rp           240.758.233  1600 
2 Sentosa  Rp      159.137.511   Rp           594.186.483   Rp     19.067.710  Rp           393.933.712  1300 
3 Lalabatarilau  Rp      656.229.595   Rp       3.086.912.634   Rp       1.118.350   Rp       2.527.540.591  1073 
4 Sukur  Rp         33.520.344   Rp           755.165.355   Rp       1.250.000   Rp           656.545.741  537 
5 Minasata  Rp      176.967.950   Rp           223.165.680   Rp           500.000   Rp           255.380.000  104 
6 Jennae  Rp         46.572.000   Rp           298.079.405   Rp           175.000   Rp           234.462.000  557 
7 Jampu  Rp      116.980.494   Rp           758.134.028   Rp       2.941.082   Rp       1.236.801.512  152 
8 Galung  Rp         20.009.428   Rp           445.766.278   Rp           860.000   Rp           425.756.850  500 
9 Lompongeng  Rp      114.748.000   Rp       1.010.898.000   Rp       2.510.000   Rp           906.642.000  1735 
10 Sekkanyili  Rp         43.967.389   Rp       1.979.883.990   Rp       6.544.500   Rp       1.915.659.900  1102 
11 Watalipu  Rp         33.786.223   Rp             75.170.650   Rp     21.094.737   Rp           668.224.661  501 
12 Lakorokoci  Rp      298.996.684   Rp           976.430.284   Rp       7.781.244   Rp       1.379.766.040  2119 
13 Siporio  Rp         89.510.835   Rp       1.726.733.403   Rp       7.631.907   Rp       1.837.407.208  913 
14 Suka  Rp      477.963.733   Rp       2.636.749.591   Rp     28.045.000   Rp       2.328.008.777  1753 
15 Sipurennu  Rp      308.074.984   Rp       1.565.724.455   Rp       1.758.623   Rp       1.025.419.399  1453 
  JUMLAH  Rp   2.666.425.002   Rp     16.420.819.619   Rp     70.977.616   Rp     16.032.306.624  15399 
Sumber : hasil wawancara (data diolah), tahun 2014 68 
 
Lampiran 2 : 
Jumlah Modal, Aset, Sisa Hasil Usaha (SHU), Tingkat Penjualan Dan Jumlah Anggota 













NO NON KUD MODAL  ASET SHU TINGKAT PENJUALAN J. ANGGOTA 
1 Koptan Batu Asangnge 
 Rp        447.165.975  
 Rp       834.829.119   Rp        50.074.575   Rp          1.159.631.000  736 
2 Koptan Tametta  Rp          75.174.252   Rp          86.174.252   Rp              822.126   Rp              123.066.530  68 
3 Koptan Padaidi  Rp          11.188.007   Rp       117.194.007   Rp              200.000   Rp              110.208.340  81 
4 KPRI Lamase-mase  Rp    2.024.158.961   Rp    2.935.748.281   Rp        42.750.000   Rp          3.344.485.200  303 
5 KPRI Progresif  Rp        793.595.372   Rp    1.133.505.264   Rp      135.982.275   Rp          2.077.922.300  67 
6 KPRI Padaati  Rp    2.078.021.053   Rp    2.484.886.942   Rp        14.797.184   Rp          4.039.943.050  245 
7 KSU Mitra Selaras  Rp          79.917.864   Rp       154.230.843   Rp        20.180.325   Rp              258.083.650  47 
8 KSU Lamumpatue  Rp          96.142.437   Rp       125.662.750   Rp          7.199.200   Rp              234.150.000  38 
9 KSU Batara Mario Ogi  Rp          66.445.775   Rp          95.291.300   Rp          7.029.000   Rp              164.492.400  84 
10 Koppas Al-Amin  Rp          83.315.050   Rp          84.950.250   Rp              900.000   Rp              112.654.000  96 
11 Koppas Pelangi  Rp            7.643.547   Rp       196.048.761   Rp              483.016   Rp              304.039.800  206 
12 Koppas Kuncup Mekar  Rp            3.964.000   Rp          19.431.000   Rp              677.000   Rp              125.022.000  102 
13 KSP Marga Mulya  Rp        130.393.620   Rp       659.827.820   Rp        29.798.200   Rp              956.221.000  279 
14 KSP Maddepungeng  Rp        113.882.093   Rp       212.421.516   Rp          3.015.640   Rp              321.350.000  27 
15 KSP Rezky Mulia  Rp        113.390.250   Rp       235.514.750   Rp        12.475.000   Rp              353.486.000  288 
JUMLAH  Rp    6.124.398.256   Rp    9.375.716.855   Rp      326.383.541   Rp        13.684.755.270  2667 




Lampiran 3 :  
Frekuensi Harapan (Fe) Chi Kuadrat (X2) 
Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD 
Kabupaten Soppeng 
 






No JENIS KOPERASI 
VARIABEL 
modal aset SHU TINGKAT PENJUALAN JUMLAH ANGGOTA TOTAL 
fo fe fo fe Fo Fe fo fe fo fe 
1 KUD  Rp     2.666   Rp      4.901   Rp     16.421   Rp   14.382   Rp    71   Rp   221   Rp  16.032   Rp        16.568  5317  Rp  4.436   Rp  40.507  
2 NON KUD  Rp     6.124   Rp      3.890   Rp        9.376   Rp   11.415   Rp  326   Rp   176   Rp  13.685   Rp        13.149  2639  Rp  3.520   Rp  32.150  
JUMLAH  Rp    8.790   Rp     8.790   Rp     25.797   Rp  25.797   Rp  397   Rp   397   Rp 29.717   Rp       29.717  7956  Rp 7.956   Rp 72.657  
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